BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran yang
sangat krusial dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2024 di
Provinsi Bengkulu. Melalui berbagai langkah strategis seperti
pengawasan yang ketat, sosialisasi kepada masyarakat, dan
penegakan hukum yang tegas, Bawaslu berhasil meminimalisir
potensi pelanggaran serta memastikan pelaksanaan pemilu
berjalan dengan adil dan transparan. Inisiatif-inisiatif ini
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi
sekaligus menjaga integritas proses pemilihan. Dengan terus
meningkatkan efektivitas pengawasan dan melibatkan berbagai
elemen masyarakat, Bawaslu berkontribusi signifikan dalam
menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas di Provinsi
Bengkulu.

Dalam tinjauan dalam Siyasah Tanfidziyah mengenai peran Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran pemilu
di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024, bahwa Bawaslu sangat
penting untuk menjaga integritas proses pemilihan. Melalui
pengawasan yang ketat dan langkah-langkah preventif yang
diterapkan, Bawaslu telah berhasil mengidentifikasi dan
menindaklanjuti berbagai potensi pelanggaran. Pendekatan yang
diambil mencerminkan komitmen untuk memastikan transparansi
dan keadilan dalam pemilu, sekaligus memperkuat kepercayaan
publik terhadap hasil pemilihan. Walaupun tantangan tetap ada,
efektivitas Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan

adanya kemajuan signifikan dalam pencegahan pelanggaran
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pemilu di provinsi ini. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung
pada upaya internal Bawaslu, tetapi juga pada dukungan dari
berbagai pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat dalam

proses pengawasan.

. Saran

Adapun saran dan masukan kepada semua pihak setelah
melakukan penelitian sebagai berikut:
Sosialisasi mengenai aturan pemilu dan konsekuensi hukum dari
pelanggaran dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
Selain itu, perlu adanya mekanisme pelaporan yang lebih efektif
dan transparan, schingga masyarakat dapat dengan mudah
melaporkan potensi pelanggaran. Bawaslu juga harus memperkuat
kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan
penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan langkah-
langkah ini, diharapkan pelanggaran pemilu dapat ditekan
seminimal mungkin, dan proses pemilu dapat berjalan lebih jujur

dan demokratis.
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